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Penelitian berjudul *HAK ASASI MAIIUSIA; Implementasi Hukum dan Peraturan
Perundang-Undangan Berkaitan dengan IIak Asasi Manusia" ini berawal dari
permintaan Kantor Wilayah Departemen Hukurn dan HAM Propinsi Sumatem Selatan untuk
menjadi narasumber.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, di tingkat daerah, menurut Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Menkum dan HAM), Andi Mattalata, Sejak 1999 hingga November 2007
ada sebanyak 1.406 Peraturan Daerah (Perda) dibatalkan, karena bertentangan dengan
kepentingan umum dan Pancasila serta UtlD 1945. Walaupun isu pembatalan Perda ini tidak
semuanya ber{<aitan dengan harn, namun tetap perlu tmtuk dipertimbangkan.

Dalam konteks Peraturan daerah, sebagai bagian dari hierarkhi perundang-undangan di
Indonesia, fungsi Peraturan Daerah Menurut Pasal 7 (e) UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (UU PPP adalah 1) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak
bertentangan dengan kepentingan urnum 2) menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi (tingkat pusat) 3)
Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah
yang lebih tinggi 4) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi 5) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belulm
diatur oleh Perda yang lebih tinggi 6) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak
mengatur rumah tangga daerah bawahannya.

Dalam konteks ham, peraturan hukum yang berkaitan dengan ham di Indonesia banyak
mengadopsi dari hukum ham internasional melalui suatu lembaga yang dikenal dengan istilah
ratification atau ratifikasi (pengesahan). Pasal I UU Nornor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia merumuskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak
Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Selain
UUD 1945, sampai saat ini terdapat 8 (delapan) buah Konvensi ham internasional yang telah
diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan jalan mengeluarkan berbagai peraturan
perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak,
konvensi penghapusan segala bentuk diskrirninasi terhadap perempuan dan lain-lain.

Semoga penelitian ini yang telah disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan hak
asasi manusia di Sumatera Selatan.

Palemhang, 28 Februari 24fi

i Zuhir, S.H., MCL
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HAK ASASI MANUSIA;

IMPLEMENTASI HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1

{Mada Apriandi Zuhir, SU., nnCtl2

A. Pendahuluan
Konstitusi lndonesia secara tegas telah menjamin adanya hak-hak sipil dalam Undang-

undang Dasar {UUD) 1945. UUD 1945 menegaskan bahwa hak-hak sipil dan politik
warga negara telah menjadi hak-hak konstitusional yang menjadikan adanya

keharusan bagi negara untuk melindungi hak-hak tersebut. Juga dinyatakan bahwa

dengan tegas tentang jaminan berbagai hak asasi baik hak-hak sipil politik maupun

hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Regulasi yang memperkuat jaminan atas
perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik tersebut tertuang dalam Undang-
undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU ini dapat dikatakan
merupakan undang-undang payung dari semua regulasi yang mengatur tentang hak

asasi manusia di lndonesia. Selain mengatur tentang berbagai macam hak dasar warga
negara, UU No. 39 tahun 1999 juga menegaskan tentang kewajiban dan tanggung
jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan ham
yang diatur dalam UU ham, peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum
internasionaltentang ham yang diterima oleh Negara Republik lndonesia (Ps. 71 UU 39

Tahun 1999). Dari kedua regulasi diatas, baik UUD 1945 maupun UU No. 39 tahun
1999 menunjukkan keterkaitan antara jaminan atas hak-hak asasi dan kewajiban atas
pemenuhannya. Hal ini menjadikan negara, terutama pemerintah, untuk berkewajiban
untuk melakukan serangkaian tindakan yang menjamin atas implementasi yang efektif
dalam berbagai bidang diantaranya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai

dengan hak asasi manusia dan langkah-langkah lainnya dalam segala bidang.

Akan tetapi, di tingkat daerah, menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Menkum dan HAM), Andi Mattalata, Sejak 1999 hingga November 2007 ada sebanyak
1.406 Peraturan Daerah (Perda) dibatalkan, karena bertentangan dengan kepentingan

umum dan Pancasila serta UUD 1945.3Walaupun isu pembatalan Perda ini tidak
semuanya berkaitan dengan ham, namun tetap perlu untuk dipertimbangkan.

Dalam konteks Peraturan daerah, sebagai bagian dari hierarkhi perundang-undangan
di Indonesia, fungsi Peraturan Daerah Menurut Pasal 7 (e) UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (UU PPP adalah 1) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang
tidak bertentangan dengan kepentingan umum 2) menyelenggarakan pengaturan hal-

I Makalah disamparkan pada pada acara diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Depkumhan RI pada tanggal 28 dan 29 Februai 2012
di Hotel Srvama Dwipa Palernbang.

2 Dosen Tetap Falultas Hukum Universitas Sriwija-va dan Seketaris Pusat Kajian FIAM dan
Teroris FHUNSRI.

3 AntaraNeu,s, Kantor Berita Antan. 2C)07, 19 Ncvember. "1.406 PerdaDibatalkan Sejak 1999"



har yang tidak bertentangan denga.n peraturan perundangundangan yang rebih tinggi
(tingkat pusat) 3) Menvllrrr.l.n* o"rerirl;; 

-i",_nr, 
yang tioak i"n"nrrng"ndengan peraturan Daerah yriJl"iit, ,i"ue,"o) ;;nr","nu*"okan pengaturan hal_hat

yang berum diatur oteh pe-rail:l perundang-undangan yang duir., tinggi 5)
Menverenggarakan pensaturan har-harvans o"iri; Jl!:, oreh perda yang rebih tingsi
;:,H::ff:Tarakan 

p"ng"ru,rf har-har ,"-s,idri'1,"nu",u, rumah t.ngg" daerah

Dalam konteks ham, peraturan hukum yang berkaitan dengan ham di rndonesiabanyak rnengadopsidari hukum h*m int*.n"riJnri*uraruisuatu 
rembaga yang dikenardengan istilah ratification atau ratifikasi {pengesahan}-5 pasal g UU Nomor 39 Tahun

;:::-.T::' T" J: I- }.-11,..H' I'ji L;;I H:::-f 1-, 
pe r, indu ns' n, pe maj ua n,

peme rinta h disa m p ing juga masy. r. Lrr. seta in, il#::H::? rJ:ii*T-*#IJ:(delapan) buah Konv"ntirttt lni"lnrrional yang a"trr, oirr,ifikasi oreh pemerintahtndonesia dengan jaran meng"rr..Lrn berbagai ;;;;;;"^ perundang_undangan danmeratifikasi berbagai. konveisi, ,"plni ton*nri r,rt ,n t, konvensi penghapusansegara bentuk diskriminasi terrraaaplerempuan 
da n ra in-ra in.

Namun har ini berum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untukmegimplementasikan instrumen-i,irtrrr"n tersebut. Ratifikasiyang ada masih bersifatkomitmen belaka, implement"rinv" dan kewajiuan untut mengharmonisasikannyadalam hukum nasionar masih *"n;.ii pekerjaan ,ur"iyrng panjang bagi pemerintahlndonesia, persoaran harmonisasi,'iirrtnyr,-uutri r,rnr, ,"rtro, didaerah akan tetapijuga di pusat' serain 
.harmonisasi ReratTan perundang-undangan yang berkaitandengan ham, tidak katah pentingnv, adarah ,"nrriui kan ,,humon 

rights sense,,,(pengetahuan, pemaharnan ari o?"L"rrian) dari trlrigrn legislatif dan eksekutif baikdi pusat dan di daerah untuk arprir"'"rgimprementasik-an 
ham tersebut.

Tulisan ini rnencoba untuk memberikan gambaran secara umum mengenailmplementasi dan harmonisar, r,rr.* yang berkaitan dengan ham" untuk arasantersebut' turisan iniakan dibagi meniadi beberapa bril; r*bagrimana berikut ini:1' Hubungan Antara Hukum rnternasionardan Hukurn Nasionar2. pengertian ham
3. 

ffX[::_1.,ff[r,l,r* dan Konvensi F{am yang sudah dirarifikasi oteh
4. lsue Hanr

ffi##;ffi "liffiiiffi rff :rtrsH*-ff tr#il:;'$trfr ffi ffiTffiu"o,siffi ;;,i{ff 
:::TfiT,Xf,fi H#ffiy#"#ffi#H},ffi *,,ffi :;

ruH Hlr*:H": sebagai aosu*"rls.iuri Nu.ffiii#,I*1".1 adarah instrumen perencanaan
F"rir r **", ir,6"f"**undang vang disusun .*rrr L;;*a terpa*a dan sistematis (vide

Pengesahan adalah perbuatan hukum unt,k mengikatkan diri pada suatu pe{anjianmternasionar daram bentuk *{!kr;i(*riil;;""1, ,rr"ri?}GJ#ni-p*"arnu* (acceptance) dan
penvetujuan (approral)' rinut putur l'i;xfr ;;- 24 tatu,. 2oo0 teniang pegarfian rnternasional.



B' Hubungan Antara Hukum tnternasionar dan Hukum NasionarDewasa ini' semakin tingginya l,nct* *r".J*p*rl*rqy atau ketergantungan antarffii[:l|:i::"J:U:f l":Itff " 
k m e ne m u *i,,,,,- pe ra ng ka *r u*r, u m ya ng bet u r-

Konsekwensidarisuatu negara melakukan ratifikasi perjanjian lnternasionaradarah: (1)Merumuskan/menyatakan atau menguatkan kembaiiaturan hukum internasionalyangsudah ada; {'l Mengubah,/m*ny*pu.nrk.n ataupun menghapus kaidah-kaidahhukum internasional ving ruorl', ,ar- rntuk me;;;;r, tindakan-tindakan yang akan
;:[HJ3 ff*T,,:l.}liuai-taioar, hukum inie,nasionar yans r,iu u**, sekari

Daram hukum internasionar dikenar 
f..nvl beberapa teori yang membahas tentanghubungan antara hukum int*tnr.ionaldan huku* ,ili*rr.t. Teoritersebut adalah teorinnonisme dan teori dualisme' Menurut teori monisrne bahw a: *rnternailonor 

raw andsfote lcur ore coflcorllita*f aspecfs of tire one sysfent 4*w in general,,.6Artinya bahwaantara hukum internasionar dan hukum. nr.ion.i *"r,lprm* dua aspek hukum yangsama yang bersumber pada hukum.pada umumnya. nirru,., yang dikemukakan orehpenganut tecri monisme in! adalah, dengan melihat irtu* internasiorrar sebagai suatuperangkat ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang efektif yang benar-b;;;, hidup didalam kenyataan dan karenrny. *u*punyai hubungan yang efektif pura denganketentua n-ketentuan atau bidang-bida ng' hur,r* ir;;;; ya itu h ukum nasiona r sebagaisuatu hukum yang mengatur kehldupan manusia daram tingkup kebangsaannnya"

Akihat dari pandangan monisme ini, mungkin saja terjadi bahwa antara hukumnasional dan hukum internasional terdapal i,ruunsrn yang hierarkhi. persoaranhierarkhi inirah vang merahirkan beberapa rrd;;;;;angan yang berbeda daramaliran monisme. pandangan t"rr*uri adarah faham *onir** dengan primat hukumnasional dan faham- monisme dengan prirnat hukum internasionar. Menurut pahammonisme dengan primat hukum nJsional, hukum internasionar tidak rain merupakankelanjutan daripada hukum nurio,.,rr untuk oru*rn' rua,. negeri. Arasannya daripendapat tersebut adalah bahwa hukum internasionar'itu bersumber pada hukumnasional' seballknya' rnenurut faham monisme dengan primat hukum internasionarbahwa hukum nasional itu yang bersumber kepada r,u-Lu* internasionaryang menurut

::ff;-'- 
ini merupakan sualu perangkat ketentuan iur,u* vane t,ierarkrinva teuiti

Dalam teori dualisme' hubungan antara hukum nasional dan hukum internasionaradalah ""' represertf two enr*ely disrinct le0ral sysre;-fute{nstiona! law having anintrinsically different cho{act€r from that of state lilw,,.gMaksudnya adalah bahwaantara hukum internasional dan hukurn nasional itu merupakan dua sistem hukum

6 Lihat J' G' starkq lrrro duction to Internatiolt-al Low,g& e4 Butterworths. 1gg4. Hlm. 6g-73.

",ro 
urii,ffllff;ig,f:'ru4'd^'ii*ron o, f{utatm rnternqsional Buku r; Basian umum Bina

8 Starke, Loc. Cit.



yang ftemiliki sifat yang berbeda satu sarna rainnya. perbedaan itu terletak padasubjek dari hukum internasionar yaitu negara, dan subjek hukum nasional yaituindividu' selain dari itu, dilihat dari sumber-sumber hukumnya bahwa hukurn nasionarbersumber keryd.a kehendak negara sedangkan hukum internasional bersumberkepada kehendak bersama. n*taraiedr, ,*o.iini, **i,t,t, pengikut yang banyak danmasing-masing memiliki argumentasi-argum"nrrri vais rogis dengan segara kekuatandan kelemahan yang dimiliki masing-masing teori tersebut. Di lndonesia, menurutMuchtar Kusumaatmadja, pada prinsipnya kita mengakui supremasi hukunninternasional' namun hal ini tidak berarti bahwa kita menerima begitu saja apa yangdinamakan hukum internaslonal itu, misarnya dalam hal naslonilisasi milik asingataupun tentang batas-batas lebar laut teritoiiat, tat ini disebabkan karena memangkaidah itu tidak jelas dan sudah mengalami peruhahan.g

C. Pengertian Hak Asasi Manusia
Pengertian atau definisi merupakan batasan-batasan yang diberikan sebagai petunjukidentiti akan sesuatu hal' Pada beberapa istilah-istilah sosial sangat sulit sekali untukdirumuskan didara.m suatu konsep. Antara penuris yrng ,rr, dengan yang rainnyakadangkala berbeda definisi yang diberikannya dikarenakan begitu luasnya scope danunsur-unsur yang ada dalam istilah itu.
walaupun tidak mudah untuk mendapatkan gambaran yang rengkap tentang Humanrights dengan segala unsur-unsurnya, namun ada juga beberapa definisi yang secarasempit hanya terbatas pada pengertian huuunear;antara individu dengan individulainnya dan antara individu dengan-penguasa.

lstilah Human rights kalau kita terjemahkan kedalam bahasa lndonesia artinya adalahhak-hak manusia, tanpa ada kata 'asasi", yang kalau didalam bahasa Belanda adalahMensenrechfen' Namun di lndonesiatita,m"Is"niliny. sebagai Hak Asasi Manusia.Hak Asasi Manusia identik dengan Fundameitat righis atau Grou nd rights dalambahasa lnggris atau Graundrechtin dalam istilah bahJsa Belanda. Antara kedua istilahini, Human rights dan Fundamentar rights mempunyai ringkup dan pengertian yangberbeda'10 lstilah Humon rights gabungan antara dua suku kata Human dan Rigtttsyang berarti hak-hak manusia. Dari terjemahan ini tidak ditemukan kata ,,asasi. 
olehkarenanya antara kedua istilah ini, Humon rights{Hak-Hak Manusia} dan GroundRrghts(Hak Asasiatau Dasar Manusia) memiriki pengertian yang sangat berbeda.

sebagaimana yang dikatakan Henkin, kata R,ghfs r*ak/Rechtenr sering karimembingungkan, suatu ilustrasi yang diberikanny! melalui kalimat berikut ini :"l hove a right ta that baok" , 'H" ios right ta disobey the raw,,, ,,Thot is the rightonswer"'lLcontoh kalimat diatas identik artinya dengan kepemilikan (possession),dimana kepemirikan ini dirindungi dan diatur oreh hukum. Tapi jika kata Hakdirangkaikan dengan kata (asasi) flanusia sehingga menjadi Hak Asasi Manusia ataukata Rights digabungkan dengan Human sehingga menjadi Humon Brghfs akan

]^Uucntar fusumatrnadja, Opcit HIm. 83.
ro lbid. Hlm. t.
ll Louis Henkin, The Rights afMatz Today,westviewpress/Bourdez, colomdo 197g. Htm. l



menimbulkan ketidak pastian, karena kata hak (rights) selatu bergandengan dengan
kewajiban (dutiesj. Henkin lalu mengajukan beberapa pertanyaan:

Are they {rights and duties) exoct correlative? con there be aright without
corresponding duty or a duty without a right? Which come first, tbe rigltt or
the duty (ond does it matter)? can only humon being hove rights or alsa
animals, tree ond corporotions, society, the state, the gavernmertt, eveft
God?

Montgomery juBa memiliki kesulitan yang sama datam merumuskan Human Rights,ia
menyimpulkan bahwa Humon Rights ore neither entities, mere prescription, wonts,
needs, nor choice or claims. Human Rrghts are found to be entitle ment.!2

Berikut ini beberapa definisi Humon Rights menurut :

1. Maurice Cranston
Human rights is o Zdh century name for what has been traditionolly known as
natural nghts or in a more exhilarating phrase, the rghts of man. L3

2. Louis Henkin
Human Rights,..-these rigttts ore rights thot otlhumon beings everywhere ltove ar
shauld have equally ond in equol measure by virtue of their humatnity; regardless
af sex, race, perhaps also age; regardless of high or low -birth,, social cless,
notional origin, ethnic or triba! offiliation regordless af wealth or poverty ,
accupation, tolent, merit, religion, idealogy, or other commitment. T4

Jika kita lihat definisi yang diberikan diatas, definisi yang diberikan mereka sangat
sempit terbatas hanya pada pengertian hubungan antara individu dengan individu dan
antara individu dengan penguasa. Namun ada pura penuris yang memberikan
pengertian HAM yang sangat luas sekali dan mencakup nilai-nilai yang timbul dari
interaksi sosial seperti kemerdekaan, kebebasan dan kesederajatan, se erti berikut
ini :

1. R. N. Treverdidaram Harry M. scoble dan Laurice S. wiseberg

Humon Rights, the rights o! men, ar fundamentol rights, ore nomes given ta those
elementary righ* which are considered to be indispinsable far deveiopment of the
individuot. !5

2. Pasal 2 dari Universal Declaration of Human Rights

12 John Warwick Montgomery. f{amanRrg&/s and Human Dignity,Zonderv-an publishing
House 1986. Hlm.63.

13 Maurice Cranston, Wat Are Human Righfs ? The Bodley Head. London, Sidney, Toronto1973. Hlm.t-2.
laLouisHenkin. Op. Cit. Hlm.3.
15 Harry M. Scoble dan Laurie S. Wiseberg (ed),.Access ta Justice ; the straggle for HumanRights in &tuth EastAsia, HBook Ltd 19g5. HIm. 22.



Everyone is entitle to all the rights and freedoms set fanh in this declarotion,
withaut distinction of ony kind such roce, colar, sex, langtuoge, religion, politicol or
other opinion, national or socia! arigin, praperty, birth or other status. 16

3' Pasal 1 dari lnternational Convenant on Economic, social and cultural Rights
dan lnternationalconvenant on civil and political Rights

All peoples have the right of self determination. By virtue of thot right they freetydetermine their politicol sfotus ond freely pursue their econoiir, social and
cultu ra I developmefi . 17

4. Pasal 1 {L} UU No.39/1999 tentang HAM
"Seperongkot hok yang melekot pada hokikat dan keberodaan monusio sebogoi
mahluk tuhan yME dan merupakan anugerah-nya yang wajib diharmoti,
d$uniung tinggi don dilindungi aleh negore, hukum, pemerintah don setiap orang
demi kehormaton serto perlindungan horkat dan martabat monusie,,

Dari beberapa deskripsi diatas maka dapatlah kita mengatakan bahwa Human rigttts
merupakan hak-hak yang dimiliki setiap manusia secara alami atau merupakan hak
dasar manusia yang tidak dapat dipisah-pisahkan lindivisibilify) mencakupi nilai-nilai
yang sangat luas seperti kemerdekaan, kebebasan-kebebasan dan kesederajatan, serta
berkaitan erat dengan seluruh aspek kehidupan dan tidak berdasarkan paoa ras, warna
kulit, sex, bahasa, agama, politik, kebangsaan, harta kekayaan, kelahiran bahkan status.

D. lnstrumen Hukum Hak Asasi Manusia di lndonesia
Suatu peraturan perundang-urrdangan yang baik akan membatasi, mengatur dan
sekaligus memperkuat hak warga negara. Hukum pada dasarnya memastikan
munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari
kemanusiaan' Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban
dan memaksimalkan ekspresi potensi masyarakat.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjamin peningkatan pemajuan dan
perlindungan HAM, tercermin dari Keputusan Presiden No. 129 Tahun 199g Tentang
Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia lndonesia yang berakhir pada Bulan
Desember 2003 dan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik lndonesia No. 4o
Tahun 2oo4 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia lndonesia Tahun 2004-
2009.

Dalam kedua Keputusan Presiden Republik lndonesia tersebut, merumuskan bahwa
peningkatan pemajuan dan perlindungan HAM dengan mempertimbangkan nilai-nilai
adat-istiadat, budaya, dan agama bangsa lndonesia yang berdasarkan pancasila dan
undang-undang Dasar 1945- Rumusan ini merefteksikan pandangan relativisme
budaya (cultural relotivism) terhadap nilai dan norma HAM yang di klaim sebagai

t0 united Natiots,-Human Rights, The Internationat Bill of Human Righk.Fact sheet No. 2.United Nations Geneya 1992. Hlm. 21.
t7 lbid.Iilm.24 dan 30.





harkat manusiawinya, dengan bertolak dari kebutuhan dan cita-cita mereka sendiri.
Namun demikian relativisme norma HAM itu sendiri sesungguhnya bersifat relatif.
Perumusan konkret norma HAM selalu dapat diperbaiki atau disempurnakan. ltu
berarti substansi norma HAM yang hendak dirumuskan itu perlu dipertahankan. yang
relatif adalah bentuk ungkapan, sedangkan substansinya, yaitu apa yang ingin
diungkapkan dianggap bersifat mutlak. Dengan demikian tidak seluruh norma HAM
bersifat relatif. Sekali dirumuskan dan dirasa perlu, hak -hak itu perlu diakui untuk
menjamin keutuhan manusia. Norma HAM dapat berubah dan disempurnakan narnun
perubahan atau penyempurnaan itu harus berorientasi ke depan bukan ke belakang.lg

Dengan mempertimbangkan dua pendapat di atas, mempertimbangkan nilai adat
istiadat, budaya, dan agama bangsa lndonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 dalam merumuskan norma HAM sebagaimana dimuat dalam
Keppres tentang RAN HAM harus diartikan, bahwa peningkatan pemajuan dan
perlindungan HAM di lndonesia berorientasi ke depan, dan bukan ke belakang atau
menggunakan alasan cultural setempat untuk menegaskan substansi norma HAM
internasional yang telah diakui oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia (universal).

Disamping masih banyaknya kekurangan didalam upaya pemajuan HAM, harus diakui
pada era reformasi ini sudah membawa kemajuan dan perubahan yang mendasar yang
sangat pesat. misalnya perubahan terhadap UUD 1945 melalui perubahan pertama,
kedua, ketiga dan keempat yang menempatkan Bab tentang HAM sebagai Bab
tersendiri, kemudian diundangkannya UU No. 39 tahun 199g tentang Hak Asasi
Manusia dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menunjukan komitmen
lndonesia sebagai suatu bangsa untuk menghargaidan menghormati serta melindungi
harkat dan martabat atas nilai-nilai kemanusia an (human dignity) itu.

D. 1. Hak Asasi Manusia Dalam pancasila

Secara ideologi, sebetulnya konsep ham telah tersirat dalam ideologi negara pancasila,
yaitu melalui sila-sila yang ada di dalamnya. Dalam kaitannya dengan ham bahwa
pancasila merupakan norma yang tertinggi yang telah memberikan hak-hak yang
khusus {ham} kepada warga negara lndonesia.

D. 2. Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1g45 setelah perubahan
Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat. (1999,

Pada masa Orde Baru, Undang-undang Dasar 1945 dianggap sebagai sacre, dan haram
untuk diadakan perubahan terhadapnya. Pada Era Reformasi masyarakat menuntut
agar terdapat perubahan di dalam UUD 1945. Berkaitan dengan jaminan HAM di dalam
UUD tersebut diyakini bahwa UUD 1945 tidak memberikan jaminan yang tegas dan
terperinci sehingga menimbuJkan multitafsir terhadapnya. perubahan pertama UUD
1945 disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, perubahan kedua disahkan pada tanggal
18 Agustus 2000, perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2O01 dan
perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

" Frurrz Magnis Suseno. Etika Potitik; Prinsip-prinsip Moral Dasqr Kenegaraan Modern,
Gramediq Jakarra 1991. Hlm. 138-142.



Selain dari pasal-pasalyang sudah ada misalnya pada pasalzT,zg,zg,dan 31, didalam
perubahannya, pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM dibuat Bab tersendiri yaitu
pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasalyang dirumuskan didalamnya baik
pada perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah sebagai berikut; pasal
28A berkaitan dengan hak hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, pasal
288 berkaitan dengan hak untuk berkeluarga dan meneruskan keturunannya dalam
perkawinan yang sah (1) serta hak anak (z), pasal zgc tentang hak untuk
mengembangkan diri (1) dan hak untuk memajukan dan memperjuangkan haknya {2},
Pasal 28D tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
serta perlakuan yang sama (L), hak untuk bekerja dan mendapatkan upah (2), hak
untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (3), dan hak atas
status kewarganegaraan (4). Pasal 28E tentang hak beragama, pendidikan, pekerjaan,
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan serta
hak untuk kembali lagi, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran
dan sikap, hak untuk berserikat, berkumpuldan mengeluarkan pendapat (3). pasal 2gF
tentang hak untuk berkomunikasidan mendapatkan informasi. pasal 28G tentang hak
mendapatkan perlindungan {L}, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
tidak manusiawi dan hak mendapatkan suaka politik (2). Pasal 28H tentang hak
mendapatkan kesejahteraan (1), hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan
khusus guna mencapai persamaan dan keadilan (2), hak atas jaminan social (3), hak
atas milik pribadi {4). Pasal 281 tentang hak hidup, tidak disiksa, merdeka, beragama,
tidak diperbudak dan diakui sebagai pribadi didepan hukum, dan tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut (1), hak dari perlakuan diskriminatif {2}, hak atas
identitas budaya dan tradisinya (3), perrindungan, pemajuan dan penegakan dan
pemenuhan ham adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah {4}, dalam
upaya penegakan dan melindungi ham maka dijaminlah ham itu dalam peraturan
perundang-undangan. Kemudian pada pasal Z8J diatur tentang kewajiban. padal Ayat
(1) dirumuskan setiap orang wajib menghormati ham orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Ayat 2, dalam menjalankan hak
dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhituntutan
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

D. 3' Hak Asasi Manusia Dalam undang-undang No. 39 tahun 1999
Di dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Pasal 1 {1) tentang Hak Asasi Manusia
dirumuskan bahwa HAM ada{ah seperangkat hak yang melekat poda hakikot dan
keberodaan manusia sebagai mohluk Tuhan Yang Maho Eso dan merupakan
anugerah-Nyo yang woiib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negoro,
hukum, pemerintah don setiap orsng demi kehorrnatan serta perlindungon horkat dan
martobat monusia. Dalam pengertian Pasal 1 (1) Undang-Undang ini jelas kita dapat
tarik kesimpulan bahwa Negara lndonesia mengakui hak-hak yang dimiliki oleh
manusia itu merupakan hak-hak yang melekat dan ada dikarenakan eksistensi
kemanusiaannya (he or she is human beingl. Hak asasi manusia dan kebebasan
manusia yang diatur UU ini adalah; hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan
keturunan, hek mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan



pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam
pemerintahan, hak wanita dan hak anak.

D. 4. Konvensi HAM lnternasional yang telah diratifikasi lndonesia
Pada saat ini terdapat 8 (delapan) buah Konvensi Ham internasional yang telah
diratifikasi lndonesia yaitu:

1-. Konvensitentang Hak Politik Perempuan {L952 tahun 1953}
2. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

(L979) tahun 1984
3. Konvensi Menentang Apartheid dalam Bidang olahraga (l-985)tahun 1985
4. Konvensi tentang Hak Anak t1989) tahun 1990
5. Konvensi Menentang Penyiksaan (1987) tahun 1998
5. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial {L965) tahun

1999

7. KonvensiHak Ekonomidan Sosial (1966)2005
8. Konvensi Hak Sipil dan Politik (1966) 2OO5

Dari ke 8 Konvensi tersebut diatas hanya Konvensitentang Hak Politik Perempuan dan
Konvensi Menentang Apartheid yang tidak memiliki Komite lnternasional khusus yang
me ninda kla nj uti ti nda ka n-ti nda ka n negara ya ng m e ratifi kasi

AD. 1. Kanvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Perempuan (CEDAW)

) Diterima SMU PBB tanggal 18 Des 1979 & Berlaku tanggal3 Sept 1981
F Diratifikasi lndonesia pada tahun 1984 melalui UU No. 7 tahun l_984
F Reservasi lndonesia pada Ps. 29 {1) ttg penafsiran atas penerapan Konvensi ini
F Kewajiban negara yanB meratifikasi untuk melakukan tindakan non-diskriminasi

terhadap perempuan yaitu melalui:
F Pembuatan Perpu dan sanksinya yg berkaitan dengan larangan terhadap

diskriminasi perem puan

) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar yg sama dg
laki-lakidan meniaminnya melalui pengadilan dan badan-badan yg berkompeten.

F Tida k mela kuka n tinda ka n-tinda ka n ata u praktek-praktek diskrimi nasi
F Membuat peraturan yg tepat dan menghapuskan, mengubah peraturan-peraturan

dan pra ktek-pra ktek yg diskrim inatif.
F Dibentuknya Kantor Meneg Peranan Wanita dan Komnas Perempuan th 1998.
F Beberapa hambatan pelaksanaan Konvensi: Faktor budaya, norma dan nilai. Bidang

ekonomi, Bid. Kesehatan, aborsi dan Sterilisasi

AD. 2 Konvensi tentang Hok Anak
D Diterima SMU PBB tgl 20 Nov 1989 & berlaku tgl 2 Sept 1990
F Diratifikasi melalui Kepres No. 36 th. 1990
F Reservasi lndonesia pd Ps. 17 (akses informasi) , 21 {adopsi anak}, 22 (perlindungan

anak dalam status pengungsi)
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F problem yg dihadapi lndonesia: Norma & Nilai

Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsipuniversal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak Anak merupakansebuah perjanjian internasionalrnengenai hak asasirnanusia y.r,g ***rrukan masing-rnasing hak-hak sipildan potritik, ha-hak *fron"*i *.,n,Orn budaya. Secara garts besarKonvensi Hak Anak capai uikatesorikrn u*n*gri'i*r,tur, pertama penegasan hak-hakanak' kedua perrindungan anak"-or*r.,. n*guir, ;;G peran serta berbagai pihak{pemer"intah, masyarakar dan swasta} aarail ;;il;" penghormaran terhadap hak_hak anak. llak anak"dapat.dikelompckan menjadi 1. Hrf, ru:ydlp kelangsungan hidupfsururual*gl,rs,,2. Hak terhu*.p pilinoungan rp;;;;;r, r,Ef?rs/ 3. Hak unruk TurnbuhBerkembang (develapmp'nt rishfsi +. Hak uni*L gnrp*rrisipesi 
fpar*ciporra n rights).Hak anak di rndonesia diakui arpir*r*nya jika dikaitkan dengan orang tua (sistemparental) anak berada dalam lingkup pengaruh orang tua. Norma oan nirai seringmenimbulkan diskriminasigender pd analc-mi.rlr;;Ul No. 1 th 1974, pria berumurL9 tahun, perempuan berumur re tahun. serain itu, pJo.rrrrn yg tumpang tindih jugamenimbulkan persoalan mengenai definisi ,n"r. vsErbeda-beda, misalnya uU No.4lL97g ttg kesejahteraan .nrl, ,r,rt adarah o.un*'rg ierusia dibawah 21 tahun danbelum menikah. Daram Konvensi anak, anak .u.iri-r.nusia yg berum berumur 1gtahun (ps. 21); uu No-3/1gg7 tentang pengadiran Anak, anak yg dapat dimintakanpertanE8ungiawaban atas tindakan kriminat adarah *"r"t , yg ber;ur's .,t'1er. 

4 ayat1)' Belum lagi kendara geografis rndonesia dan kesuritan ekonomi.

AD' 3' Konvensi Menentang Penyiksaan (convention Against Torture & others cruel,I n human or Degrad ing punishmeit/Cef)
) Diterima sMu pBB tgr 30 Des 1gg4 & berraku tgr 25 Juni 1987) Diratifikasi rndonesia th lggg merarui uu No. 5 th lggg) Reservasi pd Ps' 28 (u Konvensi berkaitan dg tidak diakuinya kewenangan komitecAT & pd ps. 21, ps. 30 tr.) ttg tidak terikltnya tnuonesia pd pengajuan suatuperserisihan diantara negara2 para pihak peserta KonvensiF Penyiksaan dtm. KUH, (ps. 35L) merumuskan penyiksaan sebagai sesuatu ygmengakibatkan ruka2 berat, mati & sengaja merusak kesehatan. sedangkan ps. 2gKUH, merumuskan tuka2 berat hanya pada penyiksaan fisik semataF Penyiksaan drm Konvensidiartikan sbg: ,.sejrop'periuotan 

yg dirakukan dg sengoja,

i*':::;r:::::::'::)raso sokft otau pende:ritaan vs hebit aai* ia,i,ioii moapun

AD' 4' Kanvensi tentong Penghapuson segalo Bentuk Diskriminasi Rasiat {IERD)Diterima sMU pBB tgr. 21 0es rses & berraku tgt4 januari 1969F Diratifikasi tndonesia melalui UU No. 20 th 1999

" Hffi:ir?-l,1]' " 
ttg penveresaian sengketa mengenai tafsiran & peraksanaan

} Kewajiban negara pihak untuk membuat ,Reporting 
obrigotian,, {ps. 9 CERD}D Praktek diskriminasi menurut CERD dpt dirakul.n ,"prniang ditujukan untukmemajukan kerompok tertentu & tidak diberrakukan untuk seramanya
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AD. s. Kovenan tnternasianarTentang Hak-Hok Ekonomi,sosiol Don BudayaDiratifikasi meratui uu No. L1 Tahun 2005. Kovenan ini mengukuhkan danmenjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosiat dan budaya dari DUHAMdalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri daripembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasar. pembukaan Kovenan inimengingatkan negara-negara akan kewajibannya menurut piagam pBB untukmemajukan dan merindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnyauntuk bekerja keras bagi pemajuan dan peniatan HAM yang diatur dalam Kovenan inidalam kaitannya dengan individu tain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuaidengan DUHAM' cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politikserta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telahtercipta kondisi bagi setiap oran8 untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosiat danbudaya serta hak-hak sipil dan politiknya. pasal 1- menyatakan bahwa semua rakyatmempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semuanegara' termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan wilayahvans ridak Berpemerintahan sendiri aan witaiarr r;;;;, 
";;;;;';"majukan

perwujudan hak tersebut' Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktudisahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayahjajahan' Pasal 2 menetapkan kewajiban Negara pihak untuk mengambil langkah-Langkah bagi tercapainya secara bertahap perwuludan hak-hak yang diakui dalamKovenan ini dan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apa pun.Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan HAM dan perekonomiannasionalnya' dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-negara tersebut akanmenjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi warga negara asing.untuk ketentuan ini, diperlukan pengaturan ekonomi nasional. pasal 3 menegaskanpersamaan hak antara laki-laki dan perempuan. pasal 4 menetapkan bahwa negarapihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak meralui penetapan dalamhukum, sejauh hal itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan semata-mata untukmaksud memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis. pasal 5menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapatditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kerompok, atau seseorang untukmelibatkan diri daram kegiatan atau merakukan tindakan yang bertujuanmenghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui datam Kovenan ini ataumembatasinya lebih daripada yang ditetapkan dallm Kovenan ini. pasal ini jugamelarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakuiatau yang berlaku di negara pihak berdasarkan' hu-kum, konvensi, peraturan ataukebiasaan' dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut ataumengakuinya tetapi secara lebih sempit. Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hakasasi setiap orang di bidang ekonomi, sosiar, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan(Pasal 6)' hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil ian menyenangkan {pasal 7),hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh fRasat s), tr.t atas jaminan sosial,termasuk asuransi sosial {Pasal g), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluasmungkin bagi keruarga, ibu, anak, dan orang muda {pasar 10), hak atas standarkehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik danmental yang tertinggi yang dapat dicapai (pasal 12), hak atas pendidikan (pasal 13 dan14)' dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan oudaya {pasal 1). Selanjutnya pasal 16sampai dengan Pasal 25 mengatur hal-hal *"ng"nri pelaksanaan Kovenan ini, yakni
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kewajiban negara pihak untuk menyampaikan laporan kepada sekretaris Jenderar pBBmengenai tindakan yang tetah diambit d* k";;;uan yang terah dicapai darampenaatan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini {pasal 16 dan pasal 17}, penangananlaporan tersebut. oreh ECosoc (pasar rs sampai- o"ngrn pasar 22), kesepakatantentanS lingkup aksi internasional guna mencapai hak-hak yang diakui dalam Kovenan(Pasal 23)' penegasan bahwa tidak ada satu keten,u"n prn daram Kovenan yang dapatditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan piagam pBB dan konstitusi badan-badankhusus yang berkenaan dengan- masalah-masarJh frng a,rau, daram Kovenan ini (pasar24)' dan penegasan bahwa tid.k.d. satu ketentuan pin dalam Kovenan iniyang bolehditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua rakyat untuk menikmatisecara penuh dan secara bebas kekayain dan sumber daya aram mereka {pasar 25).Kovenan diakhiri dengan ketentuan penutup yang 
. 
mengatur pokok_pokok yangbersifat prosedurar (pasal2E sampai dengan prrrr iil,-oan yang mencakup pengaturanpenandatanganan, pengesahan, aksesi, dan penyimpanan Kovenan ini, serta tugassekretaris Jenderar pBB sebagai penyimpan loepositarvl (prr.r 26 dan pasar 30), muraiberlakunya Kovenan ini {Pasat 27}, lingkup wilavai ierlakunya Kovenan ini oi negarapihak yang berbentuk federar (pasar zs;, proseju, o"*ornan (pasar 29), dan bahasayang digunakan daram naskah otentik Kovenan ini (pasar31).

AD' 6' kovenan internasionor tentong hok-hak sipit don patitik.Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di tia.ns sipir dan poritik yangtercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikatsecara hukum dan penjabrrrnnyr-rncakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenantersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-pasalyang'mencakup 6 bab dan 53 pasal.
Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negara-negara akan kewajibannya,menurut piagam pBB, untuk memajukan Jan merindffi Hnna, mengingatkan individuakan tanggung jawabnya untuk be[e4a keras bagi p"rllurn dan penaatan HAM yangdiatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya,dan mengakui bahwa, sesuaidengan DUHAM, cit"a-cita umat manusia untuk menikmatikebebasan sipil dan politik ,"rti k"b"basan dari rasa takut dan kemiskinan hanyadapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmatihak-hak sipirdan poritiknya maupun hak-hak ekJnomi, sosiardan budayanya.

Pasall menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnyasendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara_negara yangbertanggung jawab atas pemerintahan wilayah yang Tidak Berpemerintahan sendiridan wirayah penrarian, untuk memajukan p"*Iira.n hak tersebut. pasar inimempunyaiarti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun1956 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan. pasal 2 menetapkan kewajibansetiap Negara Pihak untuk menghormati hak-hll yang diakui dalam Kovenan ini. pasalini juga memastikan bahwa p"r"kr"n.rnnya bagi i"r,r" individu yang berada diwilayahnya dan yang berada di bawatr yuriiaitsi,iv.-;;;" ada pembedaan apapun.Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara raki-raki' dan perempuan. pasar 4menetapkan bahwa daram keadaan darurat umurn f.ng *"ngancam kehidupanbangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambirtindakan yang menyimpang dari kewajibannya ,"nurr", Kovenan ini sejauh hal itumutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebu! dengan ketentuan bahwa
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tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras,warna kurit, jenis keramin bahasa, agama, atau asar usur sosiar.
Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yangdapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseoranguntuk melibatkan diri dalam kegiatan atau mela[ukan tindakan yang bertujuanmenghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini ataumembatasinya lebih daripada yang ditetapkan dallm Kovenan ini. pasal ini jugamelarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakuiatau yang berlaku di negara pihak berdasarkan'hufrm, konvensi, peraturan, ataukebiasaan' dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut ataumengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 5 sampai dengan Pasal2T menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hakhidup, bahwa hak ini dirindungi oreh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapatdirampas hak hidupnya secara sewenang*wenang (pasal 6); bahwa tidakleorang punboleh dikenai siksaan, perrakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi,atau merendahkan martabat (Pasal 7); bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak,bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang punboleh diperhamba, atau diharuskan melakukan keria-paksa atau kerja wajib {pasal g};bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang(Pasal 10); dan bahwa tidak seorang pun boleh dipenjarakan hanya atas dasarketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktuarnya (pasar 11).
Selanjutnya Kovenan menetapkan kebebasan setiap orang yang berada secara sah diwilayah suatu negara untuk berpindah tempat dan memilih tempat tinggalnya diwilayah itu, untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri, dan bahwatidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasukinegaranya sendiri {Pasal 12); pengaturan yang diberlakukan bagi pengusiran orangasing yang secara sah tinggat di negara pihak feasat 13]; persamaan semua orang didepan pengadilan dan badan peradiran, hak atas p"r"rikr.rn yang adir dan terbukaoleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpiha( hak atas praduga takbersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiaporan8 yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannyaoleh badan peradilan yang lebih tinggi {Pasal 14}; perarangan pembertakuan secararetroaktif peraturan perundang-undangan pidana (pasal 15); hak setiap orang untukdiakuisebagaipribadidi depan hukum (Pasal 1G); dan tidak boleh dicampurinya secar:rsewenang-wenang atau secara tidak sah privasi, keluarga, rumah atau surat menyuratseseorang {pasal 17}.

Lebih lanjut Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir,berkeyakinan dan'beragama serta perlindungan atas hak--hak tersebut (pasal 1g); hakorang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak tain dan hak ataskebebasan untuk menyatakan pendapat (pasar L9); [erarangan atas propagandaperang serta tindakan yang menganjurkan kebencian'atas dasarkebangsaan, ras atauaBama yanB merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminas=i, permusuhanatau kekerasan {Pasal 20); pengakuan hak untuk berkumpulyang bersifat damai (pasal21); hak setiap orang atas kebebasan berserikat (pasar22i; pengakuan aras hak laki-lakidan perempuan usia kawin untuk melangsungkan perkawinan dan membentukkeluarga, prinsip bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bebas
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dan sepenuhnya dari para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan {pasal 23};hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh s-tatusnya sebagai anak dibawahumur' keharusan segera didaftarkannya setiap anak setelah lahir dan keharusanmempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan {pasal 24}; hak setiap warganegara untuk ikut serta dalam penyelengg"i.rn-rruran publik, untuk memilih dandipilih, serta mempunyai akses berdasar[an persyaratan umum yang sama padajabatan publik di negaranya (pasar 25); persamaan ledudukan semu, orrng di depanhukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi(Pasal 26); dan tindakan untuk merindung gorongan etnis, agama, atau bahasaminoritas yang mungkin ada di negara pihak (paiaf ZZL

Pasal 27 merupakan akhir bagian substantif Kovenan ini. untuk mengawasipelaksanaan hak-hak yang termaktub dalam Kovenan ini, pasal 2g sampaidengan pasal
45 menetapkan pembentukan sebuah komite yang berna ma Human Rights committee
{Komite Hak Asasi Manusia} beserta ketentuan mJngenai keanggotaan, cara pemitihan,tata tertib pertemuan, kemungkinan bagi n"g.r. pihak untuk sewaktu_waktumenyatakan bahwa negara tersebut mengakui kewenangan Komite termaksud untukmenerima dan membahas komunikasi yang menyatakan bahwa suatu negara pihakdapat mengadukan tentang tidak dipenuhiny, lewajiban menurut Kovenan olehnegara pihak lain, dan cara kerja Komite dalam mlnangani permasalahan yangdiajukan kepadanya.

Kovenan kemudian menegaskan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenanini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan piagam pBB dan konstitusibadan khusus dalam hubungan dengan masalah yang diatur dalam Kovenan ini (pasal46); dan bahwa tidak satu ketentuin pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkansebagai mengurangi hak metekat semua rakyat untuk menikmati dan menggunakansecara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alamnya (pasal47).
Kovenan ini diakhiri dengan Pasal-Pasal penutup yang bersifat prosedural sepertipembukaan penandatanganan, prosedur yang haru, iir"rpuh oleh suatu negarauntuk menjadi pihak padanya, murai berrakunya, ringkup berrakunya yang, metiputiseluruh bagian negara federar tanpa pembatasan dan pengecuarian, prosedurperubahannya, tugas sekretaris Jenderal PBB sebagai lembaga penyimpan (depositary)
Kovenan, dan bahasa yang dipergunakan dalam naskah otentik (pasal 4g sampaidengan Pasal 53).

E. lsue Hak Asasi manusia
Persoalan penegakan HAM sekarang ini utamanya adalah berkaitan dengan pola-polakekerasan' yang tidak hanya berupa tindakan aparatus negara yang represif sepertipada masa laru, merainkan juga dirakukan oreh kerompok_kerompok sipir yangterorganisir' Sebagian besar sosiolog berpendapat bahwa kekerasan yang kerap kaliterlihat dalam masyarakat sekarang ini merupakan bahasa kekecewaan danketidaksepahaman' Kekerasan yang timbul dalam masyarakat ini, umumnya berkaitandengan isu keagamaan dan kebebasan menjalankan profesi, seperti kekerasan padapekerja pers baik media massa ataupun media elektronik. otonomi daerah jugamemunculkan persoalan-persoalan HAM, misalnya, efektivitas peraturan-peraturan

daerah berindikasi membatasi ruang gerak dan hak-hak sipir .
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Dalam laporan tahunannya, ELSAM melaporkan setidaknya terdapat lima bentuk dan
motif kekerasan kelompok sipil terorganisir. Pertama, kekerasan yang ditujukan untuk
membatasan kebebasan beragama dan mengikutialiran kepercayaan Kedua kekerasan
yang ditujukan untuk mengancam kebebasan untuk menjalankan profesi. Ketiga
kekerasan yang ditujukan untuk melawan atau menolak proses hukum yang sedang
berjalan' Keempat kekerasan yang ditujukan untuk melakukan penertiban moral dan
kontrol prilaku sosial yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lima agama yang
diakui di lndonesia.20 Dan kelima, kekerasan yang ditujukan untuk mendukung
perebutan aset-aset ekonomiwilayah yang terpisah karena proses otonomi daerah.

salah satu problem mendasar dari munculnya kasus-kasus kekerasan oleh masyarakat
adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat atas institusi-institusi hukum
yang ada, termasuk instrumen hukum itu sendiri.

Pada awalnya hak dasar hanya dilihat sebatas hak-hak sipil dan hak-hak politik, namun
dalam perkembangannya mencakup pula hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
Perluasan hak-hak dasar ini mencerminkan perubahan pemikiran yang menganggap
bahwa hak-hak politik tidak cukup untuk menciptakan kebahagiaan bagi manusia.
Hak-hak politik tidak akan bermakna jika kebutuhan manusia yang paling pokok, yaitu
kebutuhan akan pangan, sandang dan papan tidak terpenuhi. Di samping itu, proses
perluasan dan institusionalisasi hak-hak dasar di bidang politik dan sosial ekonomi,
baik pada tingkat individu maupun masyarakat yang *"*brk, akses kepada hak-hak
dasar termasuk akses kepada kekuasaan, dimaksudkan sebagai proses demokratisasi,
baik dalam arti politik maupun ekonomi.

Umumnya hak-hak dasar bisa dibagi ke dalam tiga kategori yakni: hak-hak klasik
seperti hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi dan hak sosial-budaya. Ketiga kategoriini kemudian dibagi lagi menjadi dua kategori, hak sipil-politik dan hak
ekonomi-sosial-budaya. Hak klasik adalah yang berkaitan dengan HAM sebagai
individu, sedangkan hak sosial-budaya adalah HAM yang berkaitan dengan interaksi
antara individu dalam suatu masyarakat.

secara teoritis, dasar pembedaan hak sipil-politik dengan hak ekonomi sosial-budaya
didasarkan pada dua sifat hak, yaitu hak negatif {termasuk didalamnya hak sipil danpolitik) dan hak positif (hak ekonomi-sosial-budaya). Dikatakan positif karena untuk
merealisasikannya dibutuhkan keterlibatan negara yang besar sehingga negara harus

-20 
soat palameter pelangg[an HAM menarik untuk mencermati penuturan Direktur EksekutifArus Pelangi Rido Triawan. Menurut Rido, Perda yang metatut an pembedaan atas dasar orientasiseksual adalah Perda yang melanggar Hau. ia mencontohkan perda Nomor 13 Tahun z00z disumateraselatan dan Perda Nomor 2 Tahun 2oa4 dtPalembang. nua pema-alatas menurutnya melanggar HAMkaren'a disana jelas dikatakanhomoseksual, lesbian dan-waria t"r**ut sebagai tindakan pelacuran. perda

seperti itulah yang disayangkan oleh Rido. Menurutnya peroa ieisebut melarggar uuD 1945 yangmenyatakan hak ryarganegBra rrarus dijamin oleh negara- Ditambalr, uu No. to rarrun 2004 tentangpembentukan Peraturan Perudang-undangan menyatakan peratuxan yang ada dibawah tidak bolehmelangg-ar.ryraturan perundang-undangaryang ada aaa*y* BJ;-hg{ *ui niao, r"ao"*.ia telahmeratifrkasi Kovenan Intemasional tentang Hak-hak sosial irolitik a* errouyu y*g *.ryututul uautboleh ada pembedaan ap4pun atas dasar orientasi seksual. Menarik untuk ditunggu apa hasil analisaDepkumlram soat parameter yang dijetaskan Rido. Lihat Hulatm {)nline, g September 2007.
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berperan aktif Sebaliknya, dikatakan negatif karena negara harus abstain atau tidak
bertindak {pasif} dalam perealisasiannya. oleh karena. itulah hak positif dirumuskan
dalam bahasa rights to (hak atas) sedangkan hak negatif dirumuskan sebagai Fredom
from (bebas dari). Hak positif tidak dapat dituntut di muka pengadilan
(nan-iusticiable) sebaliknya hak negatif dapat dituntut di pengadilan. Sebagai contoh,
orang yang hilang pekerjaannya tidak dapat menuntut negara ke pengadilan,
sementara orang yang disiksa oleh aparat keamanan negara dapat menuntut negara
ke pengadilan. Pembedaan selanjutnya melihat dari perspektif ideologis, dimana
hak-hak ekonomi-sosial-budaya bermuatan ideologis sementara hak sosial dan politik
adalah non-ideologis. Hak ekonomi-sosial-budaya bermuatan ideologis karena hak itu
hanya dapat diterapkan pada suatu sistem ekonomi tertentu, sedangkan hak sipil dan
politik dapat diterapkan untuk semua sistem ekonomi dan/atau sistem pemerintahan
apapun.

Pandangan lama yang membuat dikotomi hak dasar sebagai hak positif dan negatif
tidak selalu benar. Hak ekonomi-sosial-budaya tidak sepenuhnya merupakan hak
positif sebab banyak hak yang tercakup di dalamnya juga menuntut negara agar pasif
guna perlindungan hak itu. Hal initercermin dalam kewajiban negara dalam menjamin
terpenuhnya hak tersebut, misalnya berkaitan dengan kebutuhan pangan dimana
negara harus mengambil kebijakan (aktif) yang tepat agar kebutuhan pangan
tercukupi, sementara di sisi lain negara tidak diperbolehkan (pasif) mengambil
tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaan. Dengan demikian hak
ekonomi-sosial-budaya bukan semata berjenis rights to melaink an juga freedam from.

Guna mempermudah pemahaman akan hak dasar sebagai hak warga negara, maka
dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Hak-hak sipil dan politik, yang meliputi :

a. Hak untuk hidup.
b. Hak bebas dari penindasan (untuk kemerdekaan dan keamanan).
c. Hak bebas dari perbudakan.
d. Hak bebas dari perlakuan tidak sama sebagai subyek hukum dan

diperlakukan sama didepan hukum.
e. Hak bebas dari penangkapan atau penahanan secara semena-mena.
f. Hak bebas dari penganiayaan itau diperlakukan secara kejam.
g- Hak bebas dari larangan melakukan mobilitas {hak untuk bergerak dan

mendiami suatu tempat).
h. Hak bebas dari perlakuan fidak sama sebagai warga negara {hak untuk

mendapat suatu kewarganegaraan).
i. Hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalamigangguan.
j. Hak atas kebebasan berpikir, mempunyai keyakinan, dan beragama, d1l.

2. Hak sosial-budaya, antara lain meliputi :

a. Hak untuk membentuk serikat sekerja.
b. Hak atas pensiun.
c. Hak untuk mendapatkan pendidikan.
d. Hak atas jaminan sosial.
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e. Hak atas pelayanan kesehatan.
t. Hak turut serta dalam kehidupan kebudayaan, memanfaatkan kemajuan

ilmu pengetahuan dan penerapannya.
g. Hak untuk berserikat, dll.

3. Hak ekonomi, antara lain meliputi
a. Hak untuk bekerja atau mendapatkan pekerjaan.
b. Hak untuk mendapatkan upah yang sederajat, termasuk makanan,

pakaian, dan perumahan yang layak.
c. Hak untuk membentuk serikat dagang dan bergabung dengan serikat

dagang yang dipilihnya.
d. Hak atas tingkat kehidupan yang layak bagidirinya serta keluarganya, dll.

F. Penutup
Nilai-nilai dan harkat kemanusiaan yang dimiliki seorang manusia, tidak dapat
direduksi oleh apa dan siapapun. Karena hak-hak itu bersifat universal dan mengikuti
manusia tanpa ada pembatasan ras, etnis, jenis kelamin, agama, bahasa, warna kulit,
status politik, bangsa, kelahiran ataupun status lainnya.

Usaha-usaha penegakan hak asasi manusia di lndonesia akan efektif, jika pemerintah
berusaha untuk mengimplementasikan komitmen terhadap hak asasi manusia secara
kongkrit, termasuk mengharmonisasi atau menyelaraskannya. Permasalahan hak asasi
manusia, bukan hanya pada pelanggaran-pelanggarannya saia, melainkan juga pada
penumbuhan kesadaran seluruh umat manusia akan arti pentingnya hak-hak itu.
Karena hak-hak itulah yang akan menjamin dan melindungi keberadaan manusia
dimanapun ia, akan berlaku sama, karena ia mengandung universalitas didalamnya dan
ini tidak hanya diakui oleh konvensi-konvensi hak asasi yang bersifat internasional
semata melainkan juga diakui oleh konvensi-konvensi yang bersifat regional dan
hukum nasional.
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